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SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 8  TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

bahwa Pajak Daerah merupakan galah satu sumber pendapatan asli dacrah
yang sangat penting bagi pelaksanaan pemerintahan  dan peningkatan
pembangunan daeraky;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26 Tahun 2001 tentang
Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksad dalam huref a dan b

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah—daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

! Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagatmana

. telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
- Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
" ‘Negara Republik Indonesia Nomor 4048);



!

10.

11.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pujak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Neoara Kepublik Indonesia Nomor 3686) ;
Undang-Undang lNonmr 28 Tabun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolus' dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tarabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 1¢ Tahun 2004 teniang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
('Lem’oaran Negara Republik Indonzcia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
,mebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana teial diubah

dengan Peraturan Pemerintah Penggenti Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2005 (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2005 Nomor 38,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkzm dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negora
Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (entang Perimbangan Keuangan
antara Pemerint'ah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Républik Tadonesia Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Perataran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom {(Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952) |

Peraturan Pemerintab Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, '{'ambaimh Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;

Peraturan Pemerinizh Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan

. Pengawasan Penyelenggaraan Pemermizhan Daerah (Lembaran Negara

12.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4393) ;
Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman

Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;



L 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 T ahun 1997 tentang Kriteria
i - Wajib Pajak yané Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara
. ' Pémbukuan ;
14. ‘Keputuszm Mcntén' Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI
| _.A.iu MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG PAJAK
| BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Kediri .

2. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan. prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah .

4. Kepala Daerah, adalah Bupati Kediri .

5. Pejabat, adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri .

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah .
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Reklame, adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan
corak ragamnya untuk  tujuan komersial,  dipergunakan  untuk
memperkenalk%m, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau
orang; ataupun untuk menarik perhatian umum  kepada suatu barang, jasa
atau orang yang diteropatkan ataw yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau
dideﬁgm' dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh
Pemerintak .

Pajak Reklame, adalah pajak atas nenvelenggaraan reklame .

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan
Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, ‘kongsi, keperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial poliik, atau otganisasi yang sejenis,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya .

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan vang dapat dikenakan Pajak
‘Daerah.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurat ketentuan
pefaturan perundang-undangan  perpajakan Daerah diwajibkan uniuk
melakukan pembayaran pajak vang terutang, termasuk pemungut atau
pemotong pajak tertentu.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan

takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala

| Daerah.
14.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim
kecuali bila Waijib Pajak menggunakan tahun buku vang tidak sama dengan
tahun takwim.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pemuﬁgutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyectorannya.

Pangguﬁg / lokasi Reklame, adalah suatu sarana afan tempat pemasanga gafy

atau beberapa buah reklame .
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Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau badan hukum yang
menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk
dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya .

Nilai  jual  Obyek Pajak Reklame, adalah

pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau

keselurahan

penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan
reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan,
pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi
pmxgqllgkntall dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame
rampung, dipancarkan, diperagakan, difayangkan dan atau terpasang,
ditempat yang telah diizinkan .

Nilai Strategis Lokasi Reklame, adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik

" lokasi pemasangan reklame fersebut berdasarkan kriteria kepadatan

21.

22,

pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha .
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan
pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
Perpajakan Daerah .

Surat Setora:} Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat
yang | digunhkan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak vang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
keputusah yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang .

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat

.. SKPDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak

' yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok

25,

- 26

pajak, besarnya sanksi adminitrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar .
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
'disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang ditetapkan .

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang

' terutang atau tidak seharusnya terutang .



27 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang sclanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terufang sama
besamya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada krodit
pajak .

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selaniuinya disingkat STPD, adalah sural
untuk melanukap tagihan pajak atau sanksi administras: berupa bunga dan
atau denda .

29. Pcme'll‘ik.ézum, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolal dala dan atau keterangan lainnva untuk menguji kepatuhan
kewajiban perpajakan daerah dan untuk  tjuan  fain dalam  rangka
‘melaksanakan Keientuan Peraturar Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

30. Penyidikan tindak Pidana dibidang Perpajakan daerah, adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya disebut Penyidik. unink mencari serta mensumpulkan bukti vang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah

vang terjadi serta meneraukan teysangkanya.

BAB Il
NAMA, ORYEK DAN SUBYEK FAJAK

Pasai 2

!

(1) Dengan nama Pajak Kekiame dipungur Fajak atas saiap peayelenggaraan

Reklame .

(2) Obyek Pajak adalah seraua penyelenggaraan Reklame .
(3) Penyelenggaraan Reklams sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Rekiame Megairorn,

b. Reklame Bando Jalan:

¢. Reklame Tiang:

d. Reklame Tempzl;

e. Reklame Neon Box;

f.  Reklame Kendaraa:

g. Reklame Rombong;

h. Reklame Melekat (Shop Painting),
i, Reklame Baliho;

j.  Reklame Banner;

k. Reklame Spanduk:
1. Reklame Umbul-umbul;
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y.

Reklamé Layar Toko;
Reklame Tenda Promosti;
Reklame Poster;
Reklame Stiker;
Reklame Tinplate;
Reklame 'Flag Chain;
Reklame Udara;

vReklame Katalog;

Reklame Selebaran;
Reklame Peragaan;
Reklame Ledang;
Reklame Film Promosi;
Reklame Slide.

~3

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

memenuhi persyaratan keindahan (estetika) dan tidak boleh bertentangan

dengan norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta harus

sesuai denzan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan

Pemerintah Dacrah ;

b. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan dan radio ;

c. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin

“keselamatan urnum ;

d. penyelenggaraan reklame yang dipergunakan untuk keperluan amal,

Pasal 4

(1) Subyek =Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau

melakukan pemasangan reklame .

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.



| | 1 BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PATAK

| Pasal 5

(1) Dasar Pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame .
(2) Nilai Sewa Reklame scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan
O ‘dengan  memperhatikan  lokasi penempatan, jenis, jangka waktu
' "' penyeclenggaraan, dan ukuran media reklame .
' (3).Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
' P dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala
ﬁ Daerah.
! " ' : Pasal 6

' (1) Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

. | NO JENTS REKLAME T % TAKRIP
O I 2 3 T
' 'l 4! 1 | Reklame Megatron 25 l
o 2 | Reklame Bando Jalan 20
! 3 | Reklame Tiang 20
,' ! 4 | Reklame Tempel 20
, 5 | Reklame Neon Box 20
6 | Reklame Kendaraan 15
: 7 | Reklame Rombong 20
P 8 | Reklame Melekat (Shop Painting) 20
9 ' | Reklame Baliho 20
| 10 | Reklame Banner .20
11 | Reklame Spanduk 20
12 | Reklame Umbul-umbul 20
| | 13 | Reklame Layar Toko 20
14 | Reklame Tenda Promosi 20
g .’ 15 | Reklame Poster 25
B 16 | Reklame Stiker 25
17 | Reklame Tinplate 20
18 '| Reklame Flag Chain 20
19 | Reklame Udara 20
20 | Reklame Katalog 20
21 | Reklame Selebaran 20
22 | Reklame Peragaan 10
’ . 23 | Reklame Ledang 10
24 | Reklame Film Promosi 5
25 | Reklame Slide 15




(2) Untuk jenis rrskiame stiker, reklame katalog dan reklame selebaran sebelum

W E dipasang harus sudah diporporasi terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang.

= | BAB IV
. WILAY AH PEMUNGUTAAN DAN CARA
e | PENGHITUNGAN PAJAK
' Pasal 7
U
\ (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di Daerah .
" (2) Besamya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

g BAB V
: | | MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
o | SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
| | ' Pasal 8

4 - Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu

' | ‘ ‘ penyelenggaraan Reﬁiame.

o " ! | : Pasal 9
AT : Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

Pasal 10

. (1) Wajib pajak yang telah memiliki NPWPD setiap awal tahun pajak atau masa
o ‘ pajak wajib mengisi SPTPD.
| (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap setta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala
' o Dacrah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
S pajak .
o ‘ (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala
- Daerah.
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) BAB VI
| | TATA CARA PENGHITUNGAN DAN
PR | PENETAPAN PATAK
| ‘ . Pasal 11
oy ‘ (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalim pasal 10 ayat (1) Kepala
o .' . l Daerah menetapkan Pajak Terutang dengan menerbitkan SKPD .

AT . (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar
fyw gl setelah lewai wakiu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima,
) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan

dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

’ af , Pagal 12
(1) Waijib pajak yang membayar seadiri, SPTPD sebagaimuna dimaksud dalam
" At ' pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitumglan  dan
| meneiapkan pajak sendiri yang terutang,
| (2) Dalam jangks wakiu $ (lima) talun sesudzh saat ierutangnya pajak, Kepala

! Daerah dapat menerbitkan :

a. SKPDKB ;
‘ b. SKPDKBT
‘ ' ¢. SKPDN.

l (3|’) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
| a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
' terutang tidak atav kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
e by Ty atau terlambar dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
Nt ‘. ~ ', empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;
| b Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan

|

1

dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa
S bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan dihitung dari pajak yang kurang
‘ - ataw terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
! ) ‘empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak ;

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
adminbzrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari
pajak yang kurang atay terlambat dibayar vuntuk jangka waktu paling lama

24 (dva puluh empat) bulan dihitng sejak saat terutangnya pajak .

s
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SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila
ditemukan data baru atau data vyang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut .

SKPDN gebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila
jumlah pajak yang' terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak .

'Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
: éebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya

tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan

- menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar

2 % (dua persen) scbulan.
Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan

tindakan pemeriksaan.
BAB VI
TATA CARA PEMBAY ARAN
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
oleli Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT dan STPD .

Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah .

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas .

Kepéla Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan . _

Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaisud pada ayat (2), harus
dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2
% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
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Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pembayzitml pajak sampai batas wakin yang ditentukan setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 %
(dua persen) sebulan dari jumiah pajak yang belum atau kurang dibayar .

Persyaratan uniuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara
pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (4), ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pagal 15
Setiap pembayvaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diberikan

tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan .

Bentuk, jenis, i, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak

sebagaimana dimaksud pada avat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
v Pasal 16
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (twuh) hari sejak saat
Jjatuh tempo pembayaran .
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) ‘hzui setelah tangga! Surat Teguran atau Surat
Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak vang

terutang .

- Surat Teguran, Sural Peringatan  atau surat lain yang scjenis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikeluarken oleh Kepala Daerah atau Pgjabat yang
ditunjuk.

Pasai 7

Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka
waktu scbagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau
surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat
Paksa .

Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua pulub satu) hari

sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain vang sejenis.
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Pasal 18

' Ap'abilé pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam

., sesudah’ fanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat

"' Perintah Melaksanakan Penyitaan.

W

I

: Pasal 19
Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi atang pajaknya,
sc;elah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah
- Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal

‘pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada
Wajib Pajak.
’ Pasal 21
‘Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak
daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
' PEMBEBASAN PAJAK
| Pasal 22
(1) Kepala daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak .
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapken dengan Peraturan Kepala
Daerah.

BAD X
' TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 23

(1) Kepala Daerah karena jabatarn atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

|



ol
| a. membetulkan SKPD  atan SKPDKBT atau STPD yang dalam
‘ penerbitanuya ferdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah ;
j ' ' b, membatalkan dan mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar
“ ' | ¢. mengurangkan ataw menghapiskan sanksi admindisrast berupa bunga,
! ‘ - denda dm kenaikan pajak vang terutang dalam hal sanksi tersebut
, . dikenakan karsna keqilafan  Wajib  Pajak  atau bukan karena
| , kesalahannya.
! i" (2) Permohonan ;)exgbetuian, pembaialan,  pengurangan  ketetapan dan
: ' : ! penghapusan alaw pengurangan caniei administrast atas SKPD, SKPDKB,
II’ R ' o SKPDKBT dan STPD scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) harug disampaikan
2 a” secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daeral: alaw pejabat sefamnbat-
- | lambainya 30 (tiga puluh) hari ssjak tangeal diferima SKPD, SEPDER,

SKPDIBT ataw STPD dengan memberikan alasan yang jelas .
L (3) Kepala Dacrah aiau Pejabat paiing famia 3 (tiga) buian sejak permohonan
‘ | scbagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima sudah harus memberikan
' keputusan .
A | (4) Apabila setelah lewar wakiu 3 (1iga) bulan sgbagaimana dimaksud pada ayat
| (3), Kepala Dacrah atau Pejabat tidak racimberikan keputusan, permohonan
! pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau
. pengurangan sanksi admmisirast dianggap dikabulkan.

y | o BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
—’ i |
o R Pasal 24

: [ (1) Wajib Pajak dapat mengajukan Keberaian hanya kepada Kepala Daerah atan
| o Pbr;dbm atas suaiu
| a  SKPD:
| b, SKPDKB;
1 co . SKPDKET,;
ot o, d. SKPDLB
-+ e. SKPDN.

5 4 (2) "Permohonan  keberatan  scbageimana  dimaksod rada  ayai (1), harus

| dis‘anq:aikan sccars iertalis dalam bahasz Indorezsia paling lama 3 (tiga) bidan
f Pro sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDIR dan SKPDN diterima
b oieh Wajib Pajak, :w cali apabila Wajib Pajak dopat menunjukkan bahiwa

' i 1! . . .
Co Jan <o waktu 1t ti u!' dapat dipenuhi Yarena keadaan dilear kekuasaannya .
1
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(5)

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), diterirpakan, sudah memb crikan keputusan

Apabila setelah lewat wakiu 12 (dua belas) bulan ssbagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kepals Daervalh atau Pejabal  iidak memberikan keputusan,
permohonan keberatan dianggap dikabulkan |

Pengajuan keberatan sebagaimane dimaksud pada ayat (1), tidak menunda

kewajiban membayvar pajak.

Pasal 23
Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak dalam jangka wakiv 3 (tiga) bulan setclah diterimanya keputusan
keberatan .
Pengajuan banding sebagaimana dirnalisud pada ayat (1), tidak raenunda
kewajiban membayar pajak.

ot Pasal 26

| .
' Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 atau banding

e qub:aglaimm dimaksud pasal 25 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan

Al

peinbayaran pajak dikembalikan dengan ditambab mmbalan bunga sebesar 2 % (dua

. persen) sebulan untek paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII
- PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY ARAN PAJAK
| Pasal 27

(l”) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian  kelebihan

pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan

- menyebutkan sekurang-kurangnya :

a.  Nama dan alamat Wajib Pajak ;

b I\fIa.éa pajak ;

¢.  Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;

d. ' Alasan yang jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1), harus memberikan keputusan .



SR 3)' Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampaui Kepala

, ! Daerah atau Pejaba"t tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian

' ' kelebihan pembayaran pajak dianggep dikabulkan dan SKPDLB hatus

- diterbitkan dalam waktu paling lama 1sztn) b yulan .

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai wang pajak tainnya, kelobihan pembayaran

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lapgeung diperhitangkan untuk
welonas! teiletih dahutn utang pajtk dimaksod

(5). Peng:mbalian kelebikan pembayaran pajak ditakuban daljn waktu paling lama

’ ' 2 (d&.& y bulan sciak diterbitkannya SKPDLE dengan menerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Pajak SPMKI—"‘: ;

AW (6) Apabila pengembalian ke zlebihan pembavaran pajak dilakukan setelah lewat

‘wakiu 2 (dua) bulan szjak diterbitkannya SKPDIB. I&_'.epala Daerah atau

Peiabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 %0 (dua porsen scbulan atas
N . keterlambatan pembayaran kelebilan pajol.
o
Pasal 28

Avabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak laintya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayai {4), pembayarannya dilakukan dengan
cara pemindabvukuan dan Dbuku pomindahbakoas juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.

BAB Xiil
: - KEDALUWARSA

’ Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagtban pajak, kedaluwaisa setelah melampaui jangka
wakiu § (lima) tabun terhivong segjak saat terutangnva pajak, kecuali apabila

Wajib Pajak melakukan tindak pidana i bidang perpajakan dacrah .

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh
X apabila: (

a.  Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa &au ;

b. Ada pengakuan uiang pajak dary wayiv pagak baik langsuag maupun tidak

* langsung.
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BAB XIV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 30
(1) Setiap penyelenggaraan veklame di wilayah yang menjadi kewenangan
pemeriniah Kabupaten Kedin wajb mendapat izin dari Kepala Daerah atau
" Pejabat yang ditunjuk.
(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk setclal terlebih dahulu memperoleh pertimbangan Tim.

(3) Untuk izin penyelenggaraan reklame sebagaunana dimaksud pada avat (1)

akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 31
Perizinan penyclenggaraan reklame yang diatur dalam Peratursn Daerah ini
meliputi jalan Kabupaten dan tempat-tempat umuwm di Kabupaten Kediri yang

menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kediri.

BAB XV
HAX, KEWANBAN DAN LARANGAN
BAGI PEMEGANG 1ZIN

Pagal 32
(1) Pemegang izin penyelenggaraan rekiame berhak
a. melakukan kegiatan pemasangan reklame pada lokasi vang telah
ditentukan dalam jzin:
b. melarang pihak lain vang melakukan kegiatan pemasangan reklame pada
lokasi izin yang telah diberikan;
¢. melakukan konsultasi teknis dengan Instansi terkait,
(2) Pemegang izin wajib :
a. melaksanakan pemasangan reklame sesuai syarat-syarat dan ketentuan
teknis yang telah ditentukan dalam izin:
b. melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatannya secara periodik
kepada Kepala Daerah atan Pejabar vang ditunjuk:
membayar pajak reklame kepada Pemerintah Kabuvpaten Kediri;
d. memelihata kelestarian lingkungan sekitar serta memperbaiki segala
kerusakan vang timbul sebagai akibat adanya kegiatan penvelengparazn
reklame di Jokasi penyelenggaraan reklame vang telah ditentukan dalam

1zin.
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(3) Pemcgang izin dilarang :

(1)

(2)

a. - melakukan kegiatan pemasangan reklame diluar lokasi yang ditetapkan
dalam izin;
b, menggadaikan, mewundaitangankan alags menjual iz yang telah

diberikan kepada pihak lain deingan aissan spapon.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 33

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang khusus sebagai penyidik unwk melakukan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan daeralt scbagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang berlaku .

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenasn dengan  tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

b. Meneht, mencari dan mengumpulikan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuvatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah ;

¢. Meminta ketcfangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan dacrah

d. Memeriksa buku-buku, catatan-caizian dan  dokwnen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daeral ;

e. Melakokan pcnggc.ledzman antuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokurmen tan serta melakukan penyitaan terhiadap
bahan bukii tersebut;

f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang perpajakan dacrah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atan tempat
pada saat pemerikvaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

J' \dan atau dolmen yang dibuwa sebagaimana dimaksud pada huraf ¢

h, Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan

daeraly;

1. Memanggil orang uniuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau gaksi;
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j. Menghentikan penyidikan,

k. Melakukan tindakan lain vang perln untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpujaken dastah menorul bukum yang bertanggung
Jawab.

Penyigik sebagaunana diunaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasi penyicikannya kepada Penuntut Umum,

sesuai dengan ketenluan yang uatu dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

| BAB XVII
SANKSI ADMINISTRASI
_ Pasal 34

Setiap orang atau badan yang melanggar kelentuan Pasal 30 ayat (1) dikenakan

sanksi pembongkaran benda reklame yang dipasang tanpa ganti rugi berupa

apapun oleh pejabat yang ditujuk.

Pela.nggarau terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (3) dikenakan sanksi :

a. peringatan secara terwiis sebanyak 3 (iiga) kali dengan tenggang wakiu

masing-masing 7 (wjul) hai;

b. apabila tenggang wakiu yang diberikan tidak diindahkan, maka dilakukan

pembongkaran benda reklame yang dipasang tanpa ganti rugi berupa

apapun dan diikuui dengan pencabulan izin oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIl
KETENTUAN PIDANA
Pasal 35
Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2
(dua) kali jumlah pajak yang terutang.
Wajib Pajak vang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
tidak dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara  paling jama 2 ({(dva) {ahun dan atau denda paling banyak 4

f (cmpat) kali jumlah pyjak yang terhutang.

Pasal 36

Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 335 tidak dituntut setelah

melampaui jangka waktu 10 (sepulub) tahun sejak saat lerutangnya pajak atau

Bg:l'aldlhn‘ya Masa Pajak.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37
Ketentuan mengenai petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 38
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Dacrah Kabupaten
Kediri Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriniahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalarm Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 8 - 2006

BUPATI KEDIRI,
D
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 -'8 - 2006

SEKRETARIS DAER AH KABUPATEN KEDIRI,
J1 KEDIRI

S SEKRETARlAT
AERA ‘

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2006 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR & TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK. REKLAME

. UMUM:

Bahwa Pajak Daerah adalah merupakan salah satu snmber Pendapatan Asli Daerah (PAD)
yang sangat penting guna pelaksanazn pemerintahan dan peningkatan pembangunan daerah.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 18 Talun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pajak Reklame perlu diubah dan
'disesuaikan. |

Sehubungan hal tersebut diatas, maka perlu mengaiur kembali ketentoan tentang pemungutan

Pajak Reklame yang ditetapkan dalam Peraturan Dacrah Baru.

1 P./,&SAL DEMI PASAL :
Pasal 1
 Cukup jelas.
Pasal 2
ayat (1)
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (3)

Yang dimaksud dengan

a. Reklame Megatron adalah reklame yang menggunakan layar monitor berupa
program reklame atay iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan
berwarna yang tetap atau dapat berubah-ubah/terprogram;

b. Reklame Bando Jalan adalah reklame berkonstruksi yang pemasangannya
melintang  diatas jalan, baik tanpa penyinaran maupun menggunakan
penyinaran dari dalam / dari luar;

¢. Reklame Tiang adalah reklame yang pemasangannva menggunakan tiang

atau alat yang sejenisnya sebagai penyangga;
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p.

Reklame Tempel adalah reldame yang terbuat dari papan, kayu, seng
alominium, atau bahan lain yang sejemis, yang dipasang, ditempelkan,
digantungkan pada bangunan dan atau ismpat laonya;

Reklame Neon Box adalah reklame bertulisan atau bergambar yang disinari
dari dalum yang dipssang dongan cara diganiung, ditempelkan pada bangunan

AU enggNnAkin PULY iYL

" Reklame Kendavoan adalah reklame yang ditulls, digambar, ditempaikan pada

kendaraan;
Reklame Rombong adalal veklame yang ditulis dan  digambar  atau
diterupatkan pada rombeng promosi dengan modet ¢irt khas perusahaan;

Relklame Melekat (Shop Panting) adalah rekiame vang ditulis atau digambar

'/ dicat pada bangunan, dudiog, pintu dan sebagamya;

Reklame Baliho adalah reklanie vang dibuat dani tripleks atau yang sejenis

dengan menggunakan sevangka dart kayy, bambu atag besi;

Reklame Bannor adalah sekbume yang dibuat dari kam, MMT, FLEXI atan

yang sejenis  yang pemasangannya  ditempelkan,  dibentang  dengan

mengg,mmkan terangka dar kaya, bambuy, besi termasuk rontek, I Banner, X

Banner dan sebagainya;

Reklame Spanduk adaleh reklame vang dibuat dart kair atau bahan lain yang

sejenis "y:mg' pemasangannya dengan cata diventanglan baik diatas jalan
maupun difempat faannys;

Reklame Umbui-umbul adalah reklame yang dibuat dari kain yvang berkibar

seperti bendera pemasangannya menggunakan bambu, kayu, besi dan

sehagainya;

Reklame Lavar Voko adalah reklame vang dibut dari kain atau baban lain

vang sgienis Can dipasang didepan atau ditempelkan didalam toko / ruangan;

Reklame Tenda Promaont adalah reklams vang diselenggarakan menggunakan

tenda yamg pertuiiskan dan bergambay waate produk tertentu atau yang sejenis

sebagai sarana promost,

Reklame Poster adalah reklame vang dibuat dari kevtas, plastik atau yang

'éemnw dengan cara 1'1.11‘43@1‘51;\.e;:".!: an pacta dinding, bangunan atau tempat lain;

Reklame Stiker adolsh roklom: vang dibust dari kertos, plastik atau bahan

sejenis yang menggimakin pelekat pamasangannya mclopas tutup perekat

vang ada di stiker terlebid dohmle, fidak termasak vang dipasang pada

reklame bando jelan, ting don tempe?
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Reklame Tionplate adalah reklame yang berbetuk lembaran tanpa kerangka
yang terbuat dari seng, aluminium atau bahan lain yang secjenis, vang
pemagangannva diteropelban, digantongkan pada bangunan dan atau ditempat
lainnya;

Reklame Flag chain adalah reblame vang terbuat dard plastik, kaw, kertas atau
bahan lain yvang scjeniz vang ’hplw’ﬁ*‘ ditempelkan, digantengkan didalam
ruangan atan dituar tuangan at2n pada bangunanfempot lannya;

Reklame Udara adalab reklame yang diselenggarakar dindara menggunakan
balon udarg, loser, pesawat atan lainnva vang sejenis;

Reklame Katalog adalah veklume vang berbentuk lembaran atau lipatan atau
buku vang wmemvat havga, gambar produk yang dipromosikan dan lain-lain
vang diselenggarakan dengan cara diberikan ataw dapat diminta dengm
ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilckatkan, digantungkan, dipasang pada
tempat lain;

Reklame Sclebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran paling besar 1
(satu) folio vang disclengparakan dengan cara digebarkan, diberikan atau
dapat diminta dengan Ketentuan tidak untuk  ditempelkan, dilekatkan,
digantung pada terpat lainnya (termasuk pamflet, brosur, leaflet);

Reklame Peragaan adalah reklame yang dwselengearakan dengan cara
memperagakan produk vang diklankan

Reklams Ledang adalah reldame vang diselenggarakan dengan cara keliling
menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan alat pengeras suara,
Reklame Filmi Promosi adalah reklame vang diselenggarakan dengan cara
memutar film protosi suat produk, baik diluar maupun didalam gedung atau
bangunan,

Reldamc Slide adaiah reklame yang penvelenggaraannva mempergunakan
klise 4tau alat-alat lain vang sgjenis yang selanjutnya dipancarkan pada layar

putih atau sejenisnya.



Pasal 3

Cukup jelas;
Pasal 4

Cukup jelac.
Pasal 5

Cukul) jelas.
Pasal 6

Cukuyp jelas.
Pasal 7

Cukup jelas,
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

" Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.
Pasal 12

Cukup jelas.
Pasal 13

" Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.
Pagal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17 .

Cukup jelas.
Pasal 18

Culup jelas.
Pasal 19 |

Cukup ielas.
Pasal 20

Cukup jelas.



